PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ <& /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran
romawti Il huruf A angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 02541/R-AK.02.03/SD/K/2026,
tanggal 12 Januari 2026 hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan
Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten
Tabalong;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Menajemen Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomeor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 20235 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong {(Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47},

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai benikut:

a. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan
persyaratan pelamaran;

b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

c. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi, materi
wawancara dan penyusunan makalah;

d. melakukan seleksi administrasi, wawancara dan
penyusunan makalah;

e. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi
administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial
kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan
menyusun peringkat nilai;

f. mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta
seleksi;

g. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian;

h. menyampaikan hasil penilaian jabatan dan memilih
sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat
yang berwenang;

i. menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara,
Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan
hasil assessmen kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN)
untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan
pelantikan.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia
yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.
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KEEMPAT . Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT melaksanakan tugas di bidang administrasi dan
kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat sebagai ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEENAM . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung )
pada tanggal 2g (Fewn 2426
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.3.3.2/ §& /KUM/2026

TANGGAL 29 Foeemss I8¢,

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN

TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd. (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan).

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si, M.H. (Inspektur Daerah Provinsi
Kalimantans Selatan).

Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT. (Sekretaris Daerah Kabupaten
Tabalong).

Prof. Dr. H. BUDI SURYADI, S.Sos, M.Si. (Guru Besar FISIP Universitas
Lambung Mangkurat).

Drs. H. YUZAN NOOR, M.Si. (Pakar/Profesional).

BUPATI T{&BALONG,
uy St S—— g MUHAMMAD NOOR RIFANI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ & /KUM/2026
TANGGAL 29 Se=wr2a Sed¢,

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG -

NO. JABATAN DALAM DINAS / NAMA

JABATAN DALAM KET
SEKRETARIAT PANITIA

1. |Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong

Ketua

2. | Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja
Aparatur pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong

Anggota

3. |Pejabat Fungsional Bidang Mutasi dan
Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tabalong

Anggota

4. |Pejabat Pelaksana Bidang Mutasi dan
Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tabalong

Anggota

5. | Programmer Bidang Mutasi dan Penilaian
Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong

Anggota
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